MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 74/PUU-XX/2022

Tentang
Sistem Pemilihan Umum Melalui Kelompok “Saudagar” dan “Cendikia”

Pemohon . Septriwahyudi

Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) dan Pengujian Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden (UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 19 ayat (1) UU 8/2012 dan Pasal 27 ayat (1) UU
42/2008 terhadap UUD 1945
Amar Putusan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 74/PUU-XX/2022 mengenai
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik
kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 74/PUU-XX/2022
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Putusan : Rabu, 31 Agustus 2022
Ikhtisar Putusan

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, yang merasa dirugikan
dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU 8/2012 dan Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008 mengenai
batasan umur pemilih yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin
mempunyai hak memilih. Pemohon menilai bahwa dalam rangka pemilihan umum, lebih baik
menggunakan sistem pemilihan baru melalui pembentukan kelompok “saudagar’dan “cendikia”.



Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada 1 Juli 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 74/PUU-XX/2022 pada 15 Juli 2022.

Bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan bertanggal 27 Juli 2022, Pemohon
(Septriwahyudi) setelah mendengar nasihat dari Panel Hakim menyatakan tidak mengetahui
bahwa norma yang diajukan permohonan pengujian tidak lagi berlaku, sehingga terhadap
permohonan Pemohon a quo, Pemohon melakukan penarikan permohonan.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 8 Agustus 2022 telah berkesimpulan
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 74/PUU-XX/2022 adalah beralasan
menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo serta
memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau
penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon

Selanjutnya Mahkamah menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 74/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pengujian Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali

Permohonan Nomor 74/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.



